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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi
Badan usaha koperasi merupakan salah satu dari tiga pelaku ekonomi disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Masing-masing pelaku ekonomi memiliki ruang lingkup dan tujuan sendiri dimana semua usaha dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat, tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

2.1.1. Pengertian Koperasi
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 (1992:3) tentang perkoperasian dalam BAB 1 Pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut : 
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Menurut Raharja Hadikusuma (2000:1), menyatakan bahwa :
“Koperasi adalah merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) No.27 (2004:1), menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaiadah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional”.
2.1.2   Landasan dan Azas Koperasi Indonesia  
2.1.2.1 Landasan Koperasi Indonesia
Indonesia merupakan negara hukum, dimana dasar negara adalah pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hokum tertinggi yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan atas demokrasi. Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapat tempat yang pasti. Oleh karena itu landasan hukum koperasi sangat kuat.
Landasan koperasi Indonesia terdiri dari :
1.  Landasan idiil koperasi adalah Pancasila yang terdiri dari lima sila, yaitu:

Ketuhanan Yang Maha Esa., Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.

2. Landasan Struktural Koperasi adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta pejelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dari rumusan tersebut kita dapat memahami bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi.
3. Landasan Operasional Koperasi Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pedoman pelaksanaan pembangunan GBHN memberikan arah yang jelas bagi pembangunan koperasi di Indonesia. GBHN mengariskan hal-hal sebagai berikut :
a. Koperasi dikembangkan menjadi lembaga ekonomi yang kuat dengan demikian mampu berperan lebih besar dan memikul tugas-tugas yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi.

b. Koperasi harus mampu membantu masyarakat ekonomi lemah untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat.

c. Agar kedua tujuan diatasa dapat dicapai, maka kesadaran masyarakat untuk berkoperasi harus ditingkatkan.

d. Pelayanan, penyuluhan dan pembianaan koperasi harus di intensifkan sehingga mampu menunjang perkembangan koperasi.

e. Bantuan berupa kredit dengan syarat yang ringan agar koperasi dapat mengembangkan usahanya.
f. Bantuan tenaga manajemen perlu disediakan agar kualitas pengelolaan koperasi dapat ditingkatkan

g. Bidang usaha koperasi perlu dikembangkan yang meliputi: lapangan usaha pertanian, industri, pelistrikan, perdagangan, dan jasa angkutan.

h. Pembinaan dititik beratkan pada KUD dan koperasi primer lainnya.

i. Kemampuan koperasi untuk memupuk dan menghimpun modal sendiri, pengelolaan, dan pengawasannya perlu ditingkatkan.

4. Landasan mental koperasi Indonesia ialah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri). Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong royong. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya diri sendiri adalah mutlak untuk menunaikan derajat kehidupan dan kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.

2.1.2.2 Azas Koperasi Indonesia
Azas koperasi Indonesia terdiri dari :
1. Azas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dan hak nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua, dibawah pimpinan pengurus serta kepemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

2. Azas Gotong Royong yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat kerjasama. Rasa tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

2.1.3 Prinsip-prinsip koperasi Indonesia
Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) No.27 (2004:1), prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam men jalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari :

 l.  Kemandirian

2.  Kenggotaan bersifat terbuka

3.  Pengelolaan dilakukan secara demokratis

4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

5. Pemberian balas jasa yang tebatas terhadap modal

6. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi

Menurut Undang-undang No.25 (1992:5) pasal 5, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi Indonesia terdiri dari :
1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut
a. Kcanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 
e. Kemandirian

2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
a.Pendidikan perkoperasian

b. Kerja sama antar koperasi

2.1.4 Jenis-jenis Koperasi
Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan usaha atau kepentingan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotannya.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:60), penjenisan koperasi dapat ditetapkan menurut dua kategori yaitu

l. Penjenisan menurut Fungsi Koperasi

a. Koperasi pembelian atau koperasi pengadaan atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dun jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota,sebagai konsumen akhir. Identitas anggota disini adalah anggota sebagai pemilik dan pembili atau konsumen terhadap koperasinya.

b. Koperasi pemasaran atau koperasi penjualan adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotannya agar sampai ke tangan konsumen dipasar. Pengertian konsumen dipasar (dilihat organisasi koperasi) adalah konsumen industri atau kunsumen akhir bergantung pada produk yang dihasilkan oleh anggota. Identitas anggota disini adalah anggota sebagai pemilik dan pemasok terhadap koperasinya.

c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyelenggarakan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja didalam koperasi sebagai pegawai/karyawan. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan pekerja terhadap koperasinya

 d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotannya, misalnya jasa simpan pinjam, auditing, asuransi, angkutan dan sebagainya. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa/nasabah terhadap koperasinya. Apabila suatu koperasi menyelenggarakan salah satu fungsi saja disebut koperasi tunggal usaha (Single purpose Cooperative) dan apabila koperasi menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (Multi Purpose Cooperative).

2. Penjenisan menurut status keanggotaannya

a.  Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

  b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotannya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan oleh para pemasok dipasar.

2.1.5 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia
Munurut Undang-undang Koperasi No.25 (1992:4) pasal 3, menyatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia adalah :

 "Memajukan kesejahtcraan anggota pada khususnya dan masyarakat pads umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur bcrlandaskan Pancasila dan UUD 1945".

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-undang Koperasi No.25 (1992:4) pasal 4, yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan mayarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargan dan demokrasI ekonomi.

Menurut Sagimun M.D (1999:56), mengemukakan bahwa fungsi Koperasi Indonesia terdiri dari :
1.    Sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya.

2.    Sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai landasan masyarakat yang berkeadilan sosial.

3.    Sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin terwujudnya hari esok yang sejahtera dan hahagia.

4.    Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia.

5. Sebagai alat pemersatu rakyat Indonsia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan menurut Murti Sumarni dan John Soeprihanto (1998:56) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi sosial yaitu memupuk kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yg meliputi rasa persaudaraan, meningkatkan kerjasama dan mengembangkan kepribadian.

2. Fungsi ekonomis, yaitu memperjuangkan kemakmuran yang merata bagi seluruh anggotanya. Fungsi ini meliputi : mempertinggi taraf hidup, melindungi golongan yang lemah ekonominya, pendemokrasian ekonomi Indonesia, urat nadi perekonomian Indonesian serta untuk memperkuat kedudukan ekonomian Indonesia.  

Menurut R.A.Rivai Wirasasmita, N.Kusno, dan Erna Herlina, mengemukakan bahwa peran koperasi adalah sebagai berikut

1. Mempersatukan, mengarahkan, membiha dan mengembangkan potensi, daya dan usaha rakyat untuk menlngkatkan produksi mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan ketnakmuran yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. 

3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

2.1.6 Permodalan koperasi 
Menurut Murti Sumarni dan John Soeprihanto (1998:59), bahwa permodalan koperasi yang terutama berasal dari para anggotanya sendiri dan dibedakan atas :

1. Simpanan Pokok 

Simpanan ini ditetapkan dalam rapat anggota dan seseorang baru ditetapka sebagai anggota kalau sudah melunasi simpanan pokok. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama seseorang menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib

Besarnya simpanan ini juga ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan wajib dapat dibedakan menjadi :

a. Simpanan yang tidak diminta kembali selama menjadi anggota. Simpanan yang boleh diminta kembali dalam jangka waktu tertentu.
b. Simpanan Sukarela 

Besar simpanan ini tergantung pada kemampuan menyimpan para anggota tersebut.

3. Simpanan sukarela 
Simpanan sukarela yang dapat diterima dari anggota dan bukan anggota, yaitu :
a) Simpanan Titipan

1) simpanan secara giro, yaitu simpanan yang dapat diminta kembali sewaktu-waktu tanpa menerima keuntungan atau bunga.

2) simpanan secara deposito, yaitu simpanan yang dapat diambil kembali menurut perjanjian dan akan mendapat keuntungan (bunga) dari koperasi.

2.2 Kredit
Dalam kegiatan sehari-hari kita telah mengenal istilah kredit, mulai dari kredit kendaraan bermotor sampai kredit alat-alat rumah tangga atau kredit uang yang diberikan oleh lembaga keuangan. Setiap transaksi kredit selalu berkaitan dengan cicilan atau angsuran dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar. Dalam laporan penelitian ini, peneliti mencoba meneliti jumlah kredit yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan koperssi. Pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya mulai perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit samapai kepada pengendalian kredit yang macet. Keseluruhan jumlah tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak akan merugikan kopersi itu sendiri.

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) No.31 (2004:4), menyatakan bahwa :

”Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yan dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, pembagian hasil keuntungan, atau imbalan”.

Definisi kredit mmenurut Eric I. Kohler (2000:9), mendefinisikan kredit bahwa: "kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati"

Menurut UU No. 7 (1992:7) bab I pasal I ayat 12, tentang perbankan yang merumuskan sebagai berikut :
"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-​meminjam untuk mclunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".
Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata Kredit sudah terkandung beberapa arti, dengan kata lain pengertian kredit mengandung beberapa makna, sehingga jika kita berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Menurut Kasmir (2006:74), mengemukakan bahwa suatu fasilitas kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan karena sebelum dana dikucurkan. sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan yaitu kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit yang dituangkan dalam akad kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak mengenai perjanjian hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waku ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa, keuntungan yang diperoleh bank akibat dari adanya pemberian kredit terdiri dari bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi. 
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit
Pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai bagi bank atau koperasi yang tujuannya adalah memperkecil resiko yang mungkin timbul agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan. Untuk mencapai peningkatan pendapatan koperasi tentu raja para anggota harus menjaga agar koperasinya berjalan lancar. Kelancaran usaha ada kaitannya dengan pengembalian kredit, sebab pengembalian kredit dari anggota kepada koperasi turut menentukan keberhasilan koperasi guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotannya.
Fungsi kredit menurut Rahmat Firdaus (2003:5), adalah sebagai berikut :

"Pemenuhan jasa untuk melavani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang semuanya itu pads akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banvak".

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa fungsi-fungsi kredit sebagai berikut

1.  Kredit dapat memenjiakn arus tukar-menukar barang dan jasa
2.  Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang seimbang

 4. Kredit sebagai alat pengendali harga

 5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.2.4 Jenis jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragamnya pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam prakteknya, kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh

lembaga perkreditan kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2006:76), mengatakan bahwa ada 4 jenis jenis kredit yaitu :

1. Jenis kredit menurut penggunaanya, yaitu :
a. Kredit Investasi yaitu Kredit yang dipergimakan untuk membantu kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk melaksanakan operasi usaha

b. Kredit modal kerja yaitu modal yang habis sekali pakai dalain masa proses produksi, misalnya bahan baku, minyak, listrik, dan lain-lain.

2. Jenis kredit menurut jangka waktunya, yaitu :
a. Kredit jangka pendek yaitu yang jangka waktunya kurang dari l tahun

b. Kredit jangka menengah yaitu yang jangka waktunya 1 tahun sampai dengan 3 tahun
c. Kredit jangaka panjang : yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun

3. Jenis kredit menurut jumlah maksimumnya

a. Kredit kecil yaitu jumlah maksimumnya tidak lebih dari 

(Rp 250.000.000) 

b. Kredit menengah yaitu jumlah maksimumnya tidak lebih dari 
(Rp 5.000.000.000)

c.  Kredit wholesale (skala besar) : yang maksimumnya lebih dari

(Rp 5.000.000.000)

4. Jenis kredit menurut resikonya

a. Kredit yang beresiko rendah : kredit yang didukung oleh manajemen yang sehat

b.   Kredit yang beresiko sedang : yang didukung oleh suatu kegiatan yang mempunyai prospek yang sedang dan agunan yang cukup.
c. Kredit yang beresiko tinggi : kredit yang tidak didukung oleh hal-hal yang positif akan membawa perusahaan kearah yang baik.
2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2006:91), prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Character / watak. Watak debitur juga menjadi bahwn pertimbangan dalam meluluskan pemohon kredit memberikan kredit kepada debitur yang berwatak kurang baik akan menimbulkan resiko yang kurang menguntungkan.

b. Capacity to create source of funding, artinya meneliti kemampuan calon debitur untuk menciptakan sumber dana, meskipun pada hakikatnya pinjaman dapat dilunasi dari berbagai sumber dana termasuk penjual jaminan namun bagi bank yang utama adalah kemampuan nasabah untuk melunasi kreditnya dari hasil operasi yang didanai oleh bank.

c. Capital, Dalam hal ini analisis kredit akan menilai kondisi harta perusahaan yang digunakan dalam operasional.

d. Collaterat, Menilai keadaan jaminan yang digunakan.

e. Condition on economy and sector of business, Merupakan penilaian terhadap faktor eksternal, yaitu keadaan ekonomi maupun iklim usaha yang sedang berlangsung dalam keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Kredit yang diberikan kepada seorang debitur yangbaikpun dapat macet.
2.2.6 Pembebanan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2006:82), ada tiga jenis model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank, terdiri dari :

1.
Flute Rate
Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode., sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan bunga per periode dikalikan dengan pinjaman.

2.
Sliding Rate

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalihkan persentase suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.

3.
Floating Rate

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan model ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya.

2.2.7  Prosedur Pemberian Kredit (Pinjaman)

Prosedur pemberian kredit pada koperasi yang dikemukakan oleh Dirjen Pembinaan Koperasi terdiri dari :
1. Tahap permohonan pinjaman

a. Calon peminjam menghubungi bagian pinjaman untuk mengajukan permohonan pinjaman.

b. Bagian pinjaman

· Memeriksa identitas calon peminjam.
· Memeriksa kelengkapan permohonan pinjaman dan melakukan wawancara seperlunya.
· Memberikan penjelasan kepada calon peminjam mengenai ketemtuan pinjaman.
· Mancatat permohonan pinjaman.
2. Jika ada petugas lapangan maka calon peminjam menghubungi petugas 3.
3. lapangan untuk mengajukan permohonan pinjaman. Tahap analisa dan putusan pinjaman
a. Bagian pinjaman menganalisa permohonan pinjaman dengan memperhatikan 5C.
b. Dan analisa diperoleh kesimpulan apakah permohonan pinjamantersebut layak dikabulkan atau ditolak 
c. Dibuat keputusan apakah permohonan tersebut:
· Layak disetujui

· Ditangguhkan disertai alasan 
· ditolak karena tidak layak
4. pinjaman yang perlu dihindari adalah antara lain

a. Digunakan untuk tujuan spekulasi

b. Tanpa informasi yang cukup

c. Pinjaman yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki

koperasi simpan pinjam

d. Debitur bermasalah dan atau macet pada koperasi simpan pinjam lain.

5. Tahap realisasi pinjaman

a. Persetujuan atas permohonan pinjaman diberitahukan kepada calon peminjam
b. Diadakan penandatanganan akad pinjaman

c. Pinjaman direalisir

6. Tahap pengembalian pinjaman

Mencatat dan menerima setiap setoran pengembalian pinjaman, apabila setoran kurang dari yang seharusnya maka pembayaran tersebut dicatat dengan memprioritaskan pembayaran bunga atau kewajiban dan sisanya sebagai angsuran pokok.

2.3 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa hasil usaha merupakan kelebihan yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya yang dilakukan koperasi atas pelayanannya kepada anggota. Balk buruknya koperasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya Sisa Hasil Usaha yang dihasilkan. koperasi, namun begitu Sisa Hasil Usaha ini sangat penting untuk diketahui oleh anggota karena anggota adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
2.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pada dasarnya pengertian Sisa Hasil Usaha hampir sama dengan laba perusahaan yaitu merupakan hasil pengurangan dari total pendapatan dengan total b i aya.
Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) No.27 menyatakan bahwa :
"Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari basil partisipasi netto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban koperasi dan pajak penghasilan badan koperasi".

Menurut Undang-undang koperasi tahun 1992 Bab 9 pasal 45 :
"Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Dari Pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan laba yang diperoleh oleh koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada koperasi.

2.3.2 Fungsi Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Koperasi

Ketentuan penggunaan dan besarnya persentase Sisa Hasil Usaha diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Menurut Tim LAPENKOP, menyatakan bahwa fungsi sisa hasil usaha koperasi adalah untuk :

1. Dana Cadangan
Dana cadangan digunakan untuk memperkuat struktur modal koperasi. Dana ini termasuk kedalam kelompok modal sendiri yang merupakan modal Koperasi bersama. Biasanya persentase dana cadangan lebih besar dari dana-dana lain. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dapat terus mempertahankan kecukupan rnodalnya, juga agar koperasi memiliki dana untuk modal kerja atau untuk menutup kerugian.
2. Dana Pendidikan
Dana pendidikan digunakan untuk membiayai program pendidikan bagi anggota, pengurus, manajer dan karyawan.

3. Dana Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan

Dan ini dapat dijadikan sebagai perangsang bagi pengurus, pengawas,manager dan karyawan. Artinya agar mereka lebih giat, efisien dan profesional dalam bekerja, serta tetap setia melayani anggota.
4. Dana Yang Dibagikan Kepada Anggota

Dan yang dibagikan kepada anggota dihitung sebanding dengan besarnya partisipasi modal dan transaksi masing-masing anggota.
2.3.3 Perbedaan Sisa Hasil Usaha Dengan Laba Perusahaan

Secara akuntansi, perhitungan sisa hasil usaha hampir sama dengan laba diperusahaan, total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Bila dikaji lagi, ada perbedaan antara sisa hasil usaha dengan laba perusahaan. Perbedaan ini dikemukakan oleh Tim LAPENKOP bahwa perbedaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan laba perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota yang berperan sebagai pemilik, sedangkan laba (deviden) dibagikan pemegang saham yang praktis berperan sebagai pemilik bukan sebagai pengguna.

2. Sisa hasil usaha dibagikan secara profesional berdasarkan jumlah transaksi dan partisipasi modal, sedangkan laba (deviden) dibagikan hanya berdasarkan besarnya saham (partisipasi modal)

3. Sisa hasil usaha diperoleh dari transaksi dengan anggota (pemilik) dan bukan anggota, sedangkan laba (deviden) diperoleh dari transaksi dengan konsumen (bukan pemilik).

2.4 Laporan Keuangan Koperasi
Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu koperasi sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan atau koperasi, serta kondisi keuangan suatu koperasi akan dapat diketahui dari laporan keuangan koperasi yang bersangkutan yang terdiri dari Neraca (balance sheet), Laporan Rugi-Laba (Income Statement), serta laporan-laporan keuangan lainnya.
Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan laporan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu koperasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain anggota sekaligus pemilik, pihak bank, dan pemerintah.
2.5. Laba
Laba merupakan tujuan akhir semua perusahaan yang berorientasi bisnis. Namun perhitungan laba untuk suatu jangka waktu tertentu hanya mendekati ketepatan atau layak saja karena perhitungan yang tepat baru dapat terjadi jika perusahaan mengakhiri kegiatan usahanya dan menjual sewa aktiva yang ada.

2.5.1. Pengertian Laba


Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang nilainya lebih tinggi dari pada nilai masukannya agar menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya.


Dibawah ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai laba diantaranya :


Pengertian laba menurut Sumarsono SR (2000:234), mengemukakan bahwa : “laba adalah selisih antara penerimaan dan pendapatan total dan jumlah seluruh biaya”.


Menurut Henry Simamora (2000:25) mengemukakan bahwa : “laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan biaya jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih”.


Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2004:29) mengemukakan bahwa :

“Gains (laba) adalah kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode”. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba merupakan selisih antara pendapatan setelah dikurangi beban. Apabila pendapatan melebihi beban maka hasilnya laba bersih. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya non produksi.

2.5.2. Jenis-Jenis Laba


Laba terdiri dari beberapa jenis yaitu :
1. Laba kotor 
Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan pengorbanan dengan harga pokok penjualan.
2. Laba dari operasi

Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi. 

3. Laba bersih

Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.
2.5.3. Pengkalisifikasian Laba 


Pengklasifikasian laba menurut Ahmad Belkaoli (1998:124) adalah sebagai berikut :
1. Laba kotor atas penjualan

Laba kotor atas penjualan merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih sebelum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.
2. Laba bersih operasi perusahaan 

Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum.

3. Laba bersih sebelum potongan pajak

Laba bersih sebelum potongan pajak merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya lain.
4. Laba kotor sesudah potongan pajak

Laba kotor sesudah potongan pajak yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak perseroan.
2.5.4. Kegunaan Laba
Informasi mengenai laba perusahaan merupakan infomasi yang penting baik pihak internal maupun pihak eksternal. Harahap (1995:146) memberikan penjelasan peran penting laba adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan pajak berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara.

2. Untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.  
3. Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.

4. Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang.

5. Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisien.

2.5.5. Faktor​-Faktor Yang Mempengaruhi Laba 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba diantaranya yaitu :

1. Biaya

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan harga jual mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
2. Harga jual

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besar volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.
3. Volume penjualan dan produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.
2.5.6. Konsep Laba 


Salah satu sasaran bagi yang berorientasi profit oriented adalah menghasilkan laba. Oleh karena itu jumlah laba yang dihasilkan dapat dicapai sebagai salah satu alat ukur efektivitas, karena laba adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran.

Laba merupakan keuntungan yang diterima perusahaan karena perusahaan telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain.


Konsep laba terdiri dari beberapa macam bentuk atau jenis seperti dikutip kembali oleh Triyuwono (2001:9) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Konsep laba akuntansi, dimana konsep ini menyatakan lima ciri khas laba akuntasi sebagai berikut :   

a Laba akuntansi  didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan barang dan jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut).
b Berdasarkan pada post alat periodik dan berhubungan dengan prestasi keuangan perusahaan selama periode tertentu.

c Didasarkan pada prinsip pendapat dan membutuhkan definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan.

d Membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk biaya histories.

e Didasarkan pada prinsip “matching” artinya hasil dikurangi biaya yang diterima dikeluarkan dalam periode yang sama.

2. Konsep laba ekonomi yang mengatakan bahwa laba adalah kenaikan dalam kekayaan dan dikaitkan dalam praktis bisnis. Menurut Fischer seperti dikutip Belkouni (1997: 235) laba ekonomi sebagai deretan peristiwa yang berhubungan dengan tiga tahapan sebagai berikut :
a Psychical income, yaitu konsumsi barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan, laba jenis ini tidak dapat diukur.

b Red income, yaitu ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik, ukuran yang digunakan adalah biaya hidup (cost of living).

c Money income, yaitu hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Konsep “capital maintenance” menurut Belkouni (1997:235) ada dua konsep utama pemeliharaan modal atau pemilihsn biaya yaitu :
a Financial Capital 

1. Money Maintenance

Yaitu modal keuangan diukur dengan jumlah unit uang. Modal keuangan diinvestasikan, diperiksa, dan laba yang dihasilkan sama dengan perubahan aktiva bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal yang dinyatakan dalam satuan uang.

2. General Purchasing Power Money Maintenance

Yaitu modal keuangan diukur dengan jumlah unit daya beli yang sama. Daya beli modal keuangan diinvestasikan, dipelihara. Laba yang dihasilkan sama dengan perubahan dalam aktiva bersih disesuaikan dengan transaksi modal yang dinyatakan dalam jumlah unit daya beli.
b. Physical Capacity

1. Productive Capacity Maintenance
Yaitu fisik diukur dalam jumlah unit uang. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai kapasitas fisik. Kapasitas untuk berproduksi, volume barang dan jasa yang sama, dan kapasitas atau memproduksi nilai barang dan jasa yang sama.

2. General Purchasing Produktive Maintenance 

Yaitu modal fisik diukur dalam jumlah unit daya beli yang sama. Konsep ini disesuaikan dengan tingkat harga umum.
2.6. Pengaruh Pemberian kredit Terhadap Perolehan laba.

Pada hakekatnya koperasi dibentuk karena adanya kebutuhan yang sama dari anggota untuk mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Koperasi dapat berjalan dengan baik apabila dapat hidup dan berkembang kearah yang dicita-citakan, dimana seluruh komponen yang ada didalam Koperasi seperti perangkat organisasi Koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas serta seluruh anggota melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.


Kredit merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk mempermudah para anggotanya dalam mendapatkan sesuatu. Jumlah kredit yang diberiakan oleh koperasi kepada anggota merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila koperasi dapat menyalurkan kredit tepat sasaran maka itu akan berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat koperasi. 

Besar kecilnya laba yang diperoleh oleh koperasi yang diberikan kepada nasabah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan oleh koperasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan kasmir (2006:71) menyatakan bahwa : “Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan”.
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